BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa yang telah dijabarkan dalam Bab 1V, dapat
ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini,
yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik
melalui situs jual beli online Shopee, terdapat empat peraturan
perundangan yang diatur oleh pemerintah yang memiliki kaitan langsung
dengan konsep hukum vyaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 204, Pasal
383, dan Pasal 386.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal
1313, Pasal 1320, dan Pasal 1365.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 4 sampai Pasal 7, Pasal 8 sampai dengan Pasal
17, Pasal 18, dan Pasal 19 sampai Pasal 28.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 18.

Tetapi keempat peraturan perundangan tersebut belum mampu
memberikan perlindungan konsumen yang memadai karena tidak
menjangkau keseluruhan aspek dalam transaksi elektronik. Sebagai

contoh, pembobolan akun yang terjadi pada kasus Audievani, konsumen
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mengalami kerugian financialatas pembobolan akun yang dilakukan oleh
penipu namun, pada permasalahan ini Shopee selaku pihak yang
melakukan pengembalian dana tidak ada itikad baik untuk membantu
Audievani sebagai konsumennya untuk menyelesaikan permasalahan yang
terjadi, peraturan-peraturan perundangan tersebut sulit untuk diterapkan
atau dikenakan pada pihak Shopee karena berbagai kendala. Salah satunya
adalah kendala jarak, tempat, dan permasalahan yang tidak sebanding
dengan kerugian sehingga sulit meminta pertanggungjawaban secara
langsung kepada pihak Shopee, karena selain menyita waktu hal ini juga
menyita biaya yang lebih besar dari pada kerugian yang dialami.
Penegakan hukum dari kasus-kasus yang -menimbulkan kerugian
konsumen ini tidak dapat menjamin bahwa hal tersebut dapat di atasi
dengan baik. Sementara dalam kasus semacam itu Shopee selaku penyedia
Jjasa akan melepaskan diri dari pertanggungjawaban, sehingga pelaksanaan
hak-hak konsumen menjadi sama sekali tidak terjamin. Dalam kasus yang
di alami Audievani pembobolan akun bisa saja terjadi dilakukan oleh
orang dalam dari pihak Shopee itu sendiri, sehingga menyebabkan
timbulnya masalah kerugian konsumen.

. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Shopee dalam
hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui
situs Shopee, tergantung pada letak dan penyebab permasalahan itu terjadi.
Tetapi apabila permasalahan itu terjadi akibat kegagalan pada sistem portal

web Shopee, berdasarkan Pasal 26 UUPK, Shopee wajib bertanggung
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jawab memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau

diperjanjikan.

B. Saran
Dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak konsumen dalam
transaksi elektronik secara lebih spesifik dan menyeluruh, baik dalam hal
pencegahan maupun penegakan hukum, maka penulis menyampaikan saran
sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyusun suatu peraturan baru yang lebih mendetail
demi tercapainya konsep perlindungan konsumen yang memadai,
misalnya: memperketat dalam hal login akun Shopee, sehingga tidak
terjadi lagi kasus pembobolan akun oleh penipu yang merugikan
konsumen, penjual dalam transaksi elektronik harus diverifikasi secara
ketat dalam hal catatan financial dan catatan kepolisian, harus memiliki
alamat outlet atau toko fisik secara jelas sehingga mudah dicari,
mencantumkan nomor telepon yang setiap saat bisa dihubungi, dan nama-
nama anggota management. Peraturan perundangan baru tersebut
harusdapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam
transaksi elektronik, yaitu : negara/pemerintah, penyedia layanan jasa
transaksi elektronik, pelaku usaha,konsumen, internet service provider,
penyedia jasa pengiriman, penyedia jasa keuangan dan sebagainya.

2. Perlu diatur secara khusus dan konkrit dalam peraturan perundangan

terkait mengenai bentuk pertanggungjawaban oleh layanan jasa portal web
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